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Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan
ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta
mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Namun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan
struktural, seperti tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat, ketimpangan kapasitas
fiskal antar daerah, serta lemahnya tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis perkembangan kajian, temuan utama, serta permasalahan desentralisasi fiskal sebagai instrumen
otonomi daerah di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian dilakukan dengan
menelaah sepuluh artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020-2025 dan dinilai relevan dengan topik
desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual desentralisasi fiskal memiliki
peran strategis dalam mendukung otonomi daerah dan prinsip money follows function. Namun, dalam praktiknya, kebijakan
ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu,
diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal yang menekankan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah,
peningkatan akuntabilitas dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Systematic Literature Review.
1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi ketatanegaraan
yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan. Otonomi daerah
dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kebijakan ini, diharapkan pelayanan publik dapat lebih
dekat dengan masyarakat, pengambilan keputusan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, serta
pemerataan pembangunan antar daerah dapat tercapai secara lebih optimal (1). Dalam praktik ketatanegaraan,
otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek keuangan daerah. Kewenangan yang luas tanpa dukungan
fiskal yang memadai berpotensi menjadikan otonomi daerah bersifat semu. Oleh karena itu, hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah. Aspek keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga mencerminkan tingkat kemandirian,
akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah (2).

Desentralisasi fiskal hadir sebagai instrumen utama untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah. Melalui
kebijakan ini, pemerintah pusat mendistribusikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah,
baik melalui pemberian kewenangan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui
mekanisme transfer fiskal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil
(DBH), serta berbagai bentuk dana transfer lainnya. Secara konseptual, desentralisasi fiskal didasarkan pada
prinsip money follows function, yang menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan pemerintahan harus diikuti
dengan dukungan pendanaan yang memadai (3). Secara normatif, desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk
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meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, serta
mendorong pemerintah daerah agar lebih inovatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
setempat. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan
mampu menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan karakteristik sosial,
ekonomi, serta budaya daerah masing-masing (4).

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural
dan kelembagaan. Salah satu permasalahan utama yang banyak disoroti dalam berbagai kajian adalah tingginya
tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun transfer fiskal
telah meningkatkan kapasitas anggaran daerah, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif
rendah di sebagian besar daerah, terutama di daerah dengan basis ekonomi yang terbatas. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tujuan kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ketimpangan
kapasitas fiskal antar daerah juga menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah yang
memiliki sumber daya alam melimpah, basis ekonomi kuat, serta infrastruktur yang memadai cenderung mampu
memanfaatkan desentralisasi fiskal secara lebih optimal. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah
justru menghadapi kesulitan dalam membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Ketimpangan ini
berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan
redistribusi fiskal yang adil dan efektif.

Dari perspektif tata kelola, desentralisasi fiskal juga menghadapi tantangan berupa lemahnya akuntabilitas dan
pengawasan keuangan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih
didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja yang bersifat produktif dan berorientasi pada pelayanan
publik relatif terbatas. Selain itu, lemahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah serta sistem
pengawasan yang belum optimal berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,
termasuk praktik korupsi di tingkat lokal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan otonomi daerah dari
berbagai perspektif, seperti hukum, ekonomi, dan administrasi publik. Studi menunjukkan bahwa desentralisasi
fiskal berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat demokrasi lokal, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai dan sistem
pengawasan yang efektif. Dalam perspektif hukum tata negara, desentralisasi fiskal dipandang sebagai bagian
integral dari pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
memerlukan kepastian hukum dan konsistensi regulasi. Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menyoroti dampak
negatif desentralisasi fiskal apabila tidak dirancang dan diimplementasikan secara hati-hati. Desentralisasi fiskal
dapat memunculkan permasalahan baru, seperti ketimpangan fiskal antar daerah, rendahnya kualitas belanja
daerah, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa
desentralisasi fiskal bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen kebijakan yang keberhasilannya sangat
bergantung pada desain regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Meskipun kajian mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tergolong cukup banyak, literatur yang ada
masih bersifat parsial dan tersebar, dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Sebagian kajian lebih
menitikberatkan pada aspek ekonomi dan fiskal, sementara kajian lain menekankan dimensi hukum dan
kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan belum tersedianya gambaran yang komprehensif mengenai
perkembangan kajian, kecenderungan temuan, serta posisi desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi
daerah dalam kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia secara utuh dan terintegrasi.

Selain itu, dinamika kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan
pembaruan regulasi dan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Perubahan tersebut menuntut adanya kajian yang mampu menangkap perkembangan terbaru serta mengevaluasi
sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan sesuai dengan tujuan awal otonomi daerah. Oleh
karena itu, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang sistematis dan terstruktur untuk mensintesis hasil-hasil
penelitian terdahulu dan mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka. Berdasarkan latar belakang
tersebut, artikel ini disusun dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji
secara komprehensif literatur terkait desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia.
Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan penelusuran, seleksi, dan analisis literatur dilakukan secara
sistematis, transparan, dan terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai
perkembangan kajian, tema-tema utama, serta temuan kunci yang muncul dalam literatur.
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Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memetakan kecenderungan penelitian desentralisasi fiskal,
mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasinya, serta menelaah aspek hukum dan
kebijakan yang memerlukan penguatan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
konseptual bagi pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi
perumusan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan. Sejalan dengan tujuan tersebut,
rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan dan
kecenderungan kajian desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia, apa saja temuan
utama dan permasalahan yang diidentifikasi dalam literatur terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta aspek-
aspek apa yang masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam konteks hukum dan kebijakan desentralisasi fiskal
di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji desentralisasi fiskal
sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran yang
komprehensif, objektif, dan sistematis terhadap perkembangan kajian ilmiah, temuan utama, serta permasalahan
yang muncul dalam implementasi desentralisasi fiskal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan
penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara terstruktur sehingga hasil kajian yang diperoleh
memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan tinjauan literatur konvensional (5).
Tahapan penelitian dimulai dengan perumusan fokus kajian dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan
peran, efektivitas, serta permasalahan desentralisasi fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia. Selanjutnya, penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah nasional, yaitu Google Scholar
dan Garuda, yang dipilih karena memiliki cakupan publikasi ilmiah nasional yang luas dan relevan dengan
konteks kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Proses penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci yang
relevan, antara lain desentralisasi fiskal, otonomi daerah, keuangan daerah, dan hubungan keuangan pemerintah
pusat dan daerah (6). Tahap berikutnya adalah seleksi literatur dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi.
Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang membahas desentralisasi fiskal dalam konteks otonomi daerah di
Indonesia, dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025, tersedia dalam teks penuh, memiliki metodologi
penelitian yang jelas, serta diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang memiliki kredibilitas akademik. Sementara itu,
artikel yang bersifat opini, tidak relevan dengan fokus penelitian, atau tidak memenuhi kriteria metodologis
dikecualikan dari analisis. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh sepuluh artikel ilmiah yang dinilai
paling relevan dan representatif untuk dianalisis.

Literatur terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan
mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama, seperti kemandirian fiskal daerah,
ketergantungan terhadap transfer fiskal pusat, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta tata kelola dan
akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis untuk mengidentifikasi pola,
kecenderungan, serta celah penelitian yang masih ada. Melalui tahapan tersebut, metode SLR dalam penelitian
ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai peran serta tantangan
desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kajian desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi
daerah di Indonesia, penelitian ini menyajikan ringkasan literatur yang dianalisis melalui metode Systematic
Literature Review. Tabel berikut memuat artikel-artikel terpilih yang menjadi objek kajian, meliputi judul
artikel, penulis, tahun publikasi, serta temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian.

No Judul Artikel Penulis Tahun Temuan Utama

Desentralisasi fiskal berperan penting dalam

Desentralisasi ~ Fiskal Desi pelaksanaan otonomi daerah, namun dalam
dan  Politik  dalam . praktiknya masih menunjukkan ketergantungan

1 . | Syahrani, 2024 L
Pelaksanaan  Otonomi tinggi daerah terhadap transfer pusat serta
. ; dkk. - ! .
Daerah di Indonesia kecenderungan peningkatan belanja pegawai

yang melemahkan kemandirian fiskal daerah (7).
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Pelaksanaan  Otonomi Desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu
Daerah dan | Vebrina mendukung  kemandirian  daerah  karena
2 | Desentralisasi Fiskal di | Hania 2023 rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah
Indonesia (Studi Kasus | Cholily (PAD) dan lemahnya kapasitas fiskal pemerintah
Jawa Tengah) daerah (8).
Desentralisasi fiskal telah memperluas sumber
Analisis  Pelaksanaan Womsiter pembiayaan daerah, namun belum berdampak
3 | Desentralisasi Fiskal di Sinaga 2023 signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan
Indonesia g akibat rendahnya kualitas belanja daerah dan
lemahnya tata kelola keuangan daerah (9).

. . . Desentralisasi  fiskal merupakan instrumen
Reorientasi Otonomi I .
Daerah dan konstitusional lel'iuk men(_)pang_otkogq_mll daerah,

4 Desentralisasi Fiskal | Cakra Arbas | 2025 namun memeriukan reorientasi kebijakan agar
lebih adil, efisien, dan selaras dengan
Upaya Meneguhkan .
. kemampuan keuangan negara serta tujuan
Tujuan Bernegara
bernegara (10).
Efektivitas Otonomi Ketimpangan fiskal dan lemahnya kapgs!tas
. kelembagaan daerah menghambat efektivitas
Daerah dalam | Halimatus - . o
5 - . - 2025 otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal
Mewujudkan Tujuan | Sakdiyah bel imal sebacai i
Negara elum optimal sebagai instrumen pemerataan
kesejahteraan (11).
Dinamika dan Desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan
Ketimpangan Atikah pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi
6 Pembangunan  dalam | Ramadhani, 2025 daerah, namun juga berisiko memperlebar
Pelaksanaan Asas | dkk. ketimpangan antar daerah dengan kapasitas
Desentralisasi fiskal yang rendah (12).
Keberhasilan  desentralisasi  fiskal  sebagai
Akuntabilitas dalam Retno instrumen otonomi daerah sangat bergantung
7 Desentralisasi ~ Fiskal: . . 2025 pada akuntabilitas, kapasitas administrasi, dan
.~ | Ridhawati c .
Tantangan dan Strategi partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan
daerah (13).
— Desentralisasi ~ fiskal mendukung otonomi
Desentralisasi yang - )
ST Lanang daerah, namun masih menghadapi persoalan
Berliku: Dinamika dan . . .
8 . | Maulana, 2025 klasik berupa ketergantungan fiskal, korupsi
Masa Depan Otonomi . .
dkk. lokal, dan ketimpangan kapasitas antardaerah
Daerah
(14).
Penaaruh Kebiiakan Transfer fiskal (DAU dan DAK) berkontribusi

9 N ik . terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi

Desentralisasi Fiskal | Lusia L. .
9 2025 ketergantungan pada dana pusat menunjukkan
terhadap Pertumbuhan | Halawa, dkk. o
X bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya
Ekonomi Daerah - -
menciptakan kemandirian daerah (15).
Secara normatif, desentralisasi fiskal merupakan
Melacak Desentralisasi | Aris bagian integral dari otonomi daerah, namun
10 | dalam Hukum Tata | Purnomo & | 2024 implementasinya masih dibatasi oleh intervensi
Negara Indonesia Myaskur pusat dan ketimpangan kapasitas fiskal daerah
(16).
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Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel-artikel ilmiah yang mengkaji
desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, ditemukan bahwa desentralisasi fiskal secara
konseptual diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Mayoritas
literatur menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah,
serta mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Syahrani et al.,
2024; Arbas, 2025). Dalam perspektif teoritis, desentralisasi fiskal diyakini mampu menciptakan pemerintahan
yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar
dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya.

Namun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia
masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang cukup kompleks. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa
meskipun mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Dana Bagi Hasil telah meningkatkan kapasitas anggaran daerah secara nominal, ketergantungan pemerintah
daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi (Cholily, 2023; Sinaga, 2023; Halawa et
al., 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal untuk menciptakan kemandirian
fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total
pendapatan daerah menjadi indikator utama lemahnya kemandirian fiskal tersebut, terutama di daerah-daerah
dengan basis ekonomi yang terbatas.

Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada rendahnya
kemandirian keuangan daerah, tetapi juga berpotensi melemahkan daya inovasi pemerintah daerah dalam
menggali potensi ekonomi lokal. Beberapa studi menunjukkan bahwa daerah cenderung bersikap pasif dan lebih
berorientasi pada optimalisasi penerimaan transfer dibandingkan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
PAD secara berkelanjutan (Cholily, 2023; Syahrani et al., 2024). Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko
menimbulkan ketergantungan struktural yang menghambat terwujudnya esensi otonomi daerah sebagai
kemandirian dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Selain persoalan ketergantungan fiskal, literatur juga mengungkapkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar
daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat,
sumber daya alam melimpah, serta kapasitas administrasi yang memadai cenderung mampu memanfaatkan
desentralisasi fiskal secara lebih optimal. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah justru mengalami
kesulitan dalam membiayai pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang memadai (Ramadhani et al.,
2025; Maulana et al., 2026). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya
berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan antar wilayah, bahkan dalam beberapa kasus justru
berpotensi memperlebar disparitas fiskal dan ekonomi antar daerah.

Temuan literatur juga menegaskan bahwa secara normatif desentralisasi fiskal memiliki posisi strategis sebagai
instrumen pendukung otonomi daerah, sejalan dengan prinsip money follows function yang menekankan bahwa
pelimpahan kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan dukungan pendanaan yang memadai (Sinaga, 2023;
Arbas, 2025). Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Namun, efektivitas normatif dari pengaturan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan dan penguatan
kapasitas fiskal daerah.

Sebagian besar penelitian yang dikaji menyoroti bahwa desain desentralisasi fiskal di Indonesia masih cenderung
menempatkan pemerintah daerah dalam posisi subordinatif terhadap pemerintah pusat. Dominasi transfer fiskal
yang bersifat top-down, tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, berpotensi
melemahkan esensi otonomi daerah itu sendiri (Syahrani et al., 2024; Cholily, 2023). Dalam konteks ini,
desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mengelola sumber
daya lokal, mengembangkan basis pajak daerah, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi
peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, literatur juga menunjukkan bahwa persoalan tata kelola keuangan daerah merupakan faktor krusial
dalam menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal. Rendahnya akuntabilitas, lemahnya sistem pengawasan,
serta dominasi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi
persoalan yang berulang kali disoroti dalam berbagai penelitian (Ridhawati, 2025; Sakdiyah, 2025). Struktur
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belanja daerah yang tidak proporsional tersebut mengurangi ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan
pelayanan publik yang produktif, sehingga manfaat desentralisasi fiskal bagi kesejahteraan masyarakat menjadi
kurang optimal.

Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa tanpa penguatan akuntabilitas dan transparansi, desentralisasi fiskal
justru berisiko memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di tingkat lokal (Maulana
et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis
pengelolaan keuangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan
integritas aparatur penyelenggara pemerintahan.

Di sisi lain, hasil kajian literatur juga memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal tetap memiliki potensi positif
dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah apabila disertai dengan kebijakan afirmatif dan penguatan
kapasitas daerah. Penguatan kualitas belanja daerah yang lebih berorientasi pada hasil (outcome-based
budgeting), peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta reformulasi mekanisme transfer fiskal
yang lebih berbasis kinerja dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan desentralisasi fiskal berfungsi
secara optimal (Ramadhani et al., 2025; Halawa et al., 2025). Dengan pendekatan tersebut, desentralisasi fiskal
tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendorong
pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia masih berada
dalam posisi dilematis. Di satu sisi, desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dan tidak terpisahkan dari
pelaksanaan otonomi daerah. Namun di sisi lain, berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan tata kelola
menyebabkan tujuan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai (Sinaga,
2023; Arbas, 2025). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal yang tidak hanya
menekankan pada besaran transfer fiskal, tetapi juga pada penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah,
peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penciptaan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan
kemandirian fiskalnya. Selain itu, kajian lebih lanjut masih diperlukan dalam konteks hukum dan kebijakan
desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya terkait harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta desain kebijakan
fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review, desentralisasi fiskal secara normatif dan konseptual merupakan
instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelimpahan kewenangan fiskal
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat
kapasitas keuangan daerah, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya
mencapai tujuan tersebut. Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, rendahnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah masih menjadi permasalahan
utama. Selain itu, lemahnya tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah turut menghambat optimalisasi
desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah. Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa
desentralisasi fiskal tetap memiliki potensi besar untuk mendukung otonomi daerah apabila disertai dengan
penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta kebijakan transfer
fiskal yang lebih adil dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan desentralisasi fiskal
agar lebih efektif dalam mewujudkan kemandirian dan pemerataan pembangunan daerah di Indonesia.
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